	LAMPIRAN PENGADUAN DITJEN BINA PEMDES

	
	
	Nomor                                 
	:
	06/ XI /PPID/PRC

	
	
	Tanggal Pengaduan            
	:
	24 November 2020

	
	
	Diketahui/Diterima           
	:
	24 November 2020

	
	
	

	A.
	DATA PENGADUAN
	

	
	Judul Laporan
	:
	

	
	Nama Pelapor
	:
	HENDRAYANI

	
	ID Pengaduan
	:
	

	
	Terdisposisi
	:
	Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa

	
	Lampiran
	:
	Tidak Ada Lampiran

	
	Isi Pengaduan
	:
	

	Kepada yth.

Ketua PPID kemendagri

sy selaku warga desa cikande permai,kecamatan cikande,kabupaten serang,propinsi banten ingin bertanya tentang:

tafsir hukum:

1. Permendagri no.18 tahun 2018 pasal 3 ayat (2) huruf f,  tidak berafiliasi ke partai politik .

2. sangsi jika struktur Lembaga kemasyarakatan Desa, berafiliasi ke parpol,anggota parpol,pengurus parpol, serta mengkampanyekan caleg, cagub,cabub di pilkada.

Atas jawabannya di ucapkan terimakasih.

HENDRAYANI

081297571247

	B. Jawaban/Tanggapan    :

	
	(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakat Desa (LKID)  dan Lembaga Adat Desa  (LAD) mengamanatkan bahwa

a. Pasal 3  Ayat (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa pemerintah Desa dan masyarakat ; (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan (f)  Tidak berafiliasi kepada partai politik .  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai LKD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

b. Pasal 11 ayat (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati atau Peraturan Walikota ;
c. Pasal 8 ayat (5) yang menyebutkan bahwa “Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik”. 
(2) Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud  bahwa :

a. Pengangkatan   pengurus LKD  adalah  memenuhi persyaratan  sebagaimana yang diamanatkan oleh  Peraturan Perundang-undangan;

b. Pengurus  LKD dikenakan  sanksi dan dapat diberhentikan jika  melanggar  larangan sebagai  Pengurus LKD .

c. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan LKD  diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota  dan di Desa ditindaklanjuti  dengan Peraturan Desa; 
(3) Jika menemukan hal hal  yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan  agar dapat berkoordinasi  secara berjenjang dengan Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. 


	Hari/Tanggal                 : 
	
	                                    Status Pengaduan :

	Di Jawab Oleh/Jabatan  :


	
	
	a. Selesai

b. Belum Ditindaklanjuti

c. Proses



	Catatan :




